


Salah satu kebijakan strategis di tingkat 

daerah adalah program Kabupaten/Kota 

Layak Anak (KLA) sebagaimana diatur 

dalam Permen PPPA No. 12 Tahun 2022. 

Program ini menempatkan perlindungan anak 

sebagai prioritas pembangunan daerah 

melalui 24 indikator dalam enam klaster hak 

anak (KemenPPPA, 2022). Kabupaten 

Semarang termasuk daerah yang telah mulai 

melaksanakan kebijakan KLA, namun 

hingga 2023 masih berada di kategori 

Pratama dengan capaian Klaster IV 

(Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang) 

yang paling rendah di Jawa Tengah, yakni 

hanya 33% (KemenPPPA, 2023). 

Salah satu indikator penting Klaster IV 

adalah program Sekolah Ramah Anak (SRA) 

yang diatur dalam Permen PPPA No. 4 Tahun 

2024. Program Sekolah Ramah Anak 

bertujuan menciptakan sekolah yang aman, 

inklusif, dan bebas kekerasan. Namun, di 

Kabupaten Semarang, implementasi program 

SRA masih menghadapi berbagai kendala. 

Data Dinas P3AKB Kabupaten Semarang 

(2019) menunjukkan baru sekitar 30% 

sekolah yang mendeklarasikan diri untuk 

memulai langkah penerapan Sekolah Ramah 

Anak, sementara kasus kekerasan terhadap 

anak termasuk kekerasan seksual masih 

cukup tinggi dengan 49 laporan sepanjang 

2024 dan 45 kasus hingga April 2025 (Lensa 

Semarang, 2025). 

Berbagai kendala tersebut menunjukkan 

adanya kesenjangan antara regulasi dan 

implementasi di lapangan. Riant Nugroho 

(2017) menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan bukanlah proses linier, melainkan 

dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, 

serta aktor pelaksana. Teori implementasi 

George C. Edwards III (1980) juga 

menekankan pentingnya komunikasi, sumber 

daya, disposisi pelaksana, dan struktur 

birokrasi untuk keberhasilan kebijakan. 

Selain itu, prinsip “5 Tepat” (Tepat 

Kebijakan, Pelaksana, Sasaran, Lingkungan, 

dan Proses) menurut Nugroho (2018) 

menjadi kunci dalam memastikan 

implementasi SRA tidak hanya sebatas 

administratif, tetapi terwujud dalam budaya 

sekolah sehari-hari. 

Penelitian-penelitian sebelumnya juga 

menunjukkan hal serupa. Retnasari, 

Suprastio, dan Prasetyo (2024) menemukan 

bahwa implementasi SRA di tingkat sekolah 

dasar belum optimal akibat kendala seperti 

keterbatasan sumber daya dan sosialisasi. 

Sebaliknya, studi di Kota Bekasi oleh 

Anandasari, Hidayat, dan Rizki (2021) 

menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap 

regulasi dan kolaborasi semua pihak dapat 



menciptakan sekolah yang aman dan bebas 

kekerasan. 

Selain itu, dalam konteks administrasi publik, 

program SRA harus dipandang sebagai 

bagian dari proses kebijakan publik yang 

dinamis dan partisipatif. Seperti dijelaskan 

Denhardt dan Denhardt (2000) dalam 

paradigma New Public Service, masyarakat 

harus dilibatkan secara aktif sebagai mitra 

dalam proses pengambilan keputusan, 

termasuk anak-anak sebagai subjek utama 

kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan SRA 

tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan 

administratif, tetapi juga memerlukan 

keterlibatan aktif seluruh elemen sekolah, 

orang tua, masyarakat, dan pemerintah 

daerah. 

Upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak 

melalui program SRA juga erat kaitannya 

dengan penguatan kapasitas kelembagaan di 

tingkat sekolah. Dinas P3AKB Kabupaten 

Semarang memiliki peran strategis dalam hal 

ini, khususnya dalam pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, dan 

penguatan ketahanan keluarga. 

Pengembangan model implementasi SRA 

yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan 

lokal menjadi salah satu langkah penting agar 

seluruh sekolah, termasuk di tingkat SMP, 

dapat benar-benar menjadi lingkungan yang 

aman, inklusif, serta mendorong 

terpenuhinya hak anak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam 

implementasi program Sekolah Ramah Anak 

di Kabupaten Semarang, khususnya di SMP 

Negeri 3 Ungaran. Sekolah ini dipilih karena 

pernah menjadi objek kajian sebelumnya, 

namun masih menyisakan berbagai 

rekomendasi terkait partisipasi anak dan 

keterlibatan masyarakat yang perlu 

ditindaklanjuti. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam 

penyempurnaan model implementasi SRA 

yang lebih adaptif, partisipatif, dan 

berkelanjutan di Kabupaten Semarang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis dan 

faktual implementasi Program Sekolah 

Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Semarang. 

Metode ini dipilih karena sesuai untuk 

memahami fenomena sosial secara 

mendalam melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). 

Penelitian berfokus di SMP Negeri 3 

Ungaran dan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten 



Semarang sebagai lokus penelitian. Informan 

dipilih secara purposive sampling, terdiri dari 

pihak dinas, guru, siswa, dan orang tua, 

karena mereka dinilai memiliki keterlibatan 

langsung dan informasi yang relevan terkait 

implementasi kebijakan SRA (Sugiyono, 

2016). 

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data 

primer, seperti hasil wawancara mendalam 

dan observasi, serta data sekunder berupa 

dokumen, laporan resmi, dan studi literatur 

(Moleong, 2010). Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi 

langsung, dan studi dokumen untuk 

memperoleh informasi yang komprehensif 

(Sugiyono, 2013). Analisis data dilakukan 

secara kualitatif dengan model reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

(Prastowo, 2011). Untuk menjaga keabsahan 

data, penelitian ini menggunakan triangulasi 

teknik, yakni membandingkan data yang 

diperoleh dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi guna memastikan validitas dan 

konsistensi temuan (Sugiyono, 2017). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Program Sekolah Ramah 

Anak Di SMP Dalam Mewujudkan 

Kebijakan Kabupaten Layak Anak di 

Kabupaten Semarang 

Implementasi kebijakan merupakan tahap 

penting dalam proses kebijakan yang 

bertujuan untuk menggerakkan sumber daya 

dan personel guna merealisasikan tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, 

peneliti membahas implementasi Program 

Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP sebagai 

upaya mendukung kebijakan Kabupaten 

Layak Anak di Kabupaten Semarang. 

Program SRA di kabupaten ini merujuk pada 

enam indikator nasional yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014, 

yaitu kebijakan sekolah ramah anak, 

pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga 

kependidikan yang terlatih hak-hak anak, 

sarana prasarana, partisipasi anak, serta 

partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, 

dan pemangku kepentingan lainnya.  

Implementasi kebijakan pada intinya 

merupakan tahapan krusial dalam proses 

kebijakan publik. Tanpa pelaksanaan yang 

efektif, kebijakan yang telah ditetapkan tidak 

akan memberikan dampak yang diharapkan 

dan menjadi tidak berfungsi. Implementasi 

program ini dianalisis berdasarkan teori 

implementasi kebijakan menurut Riant 

Nugroho (2009) yang mencakup lima aspek 

utama, yaitu ketepatan kebijakan, strategi, 

pelaksana, sasaran, dan lingkungan. 

 

 



Tepat Kebijakan 

Dalam kerangka teori implementasi 

kebijakan publik menurut Riant Nugroho 

(2012), keberhasilan implementasi 

ditentukan oleh enam variabel, salah satunya 

adalah indikator “tepat kebijakan”. Tepat 

kebijakan dimaknai sebagai kesesuaian 

antara substansi kebijakan yang dirumuskan 

dengan masalah yang ingin diselesaikan serta 

kemampuannya dalam menjawab kebutuhan 

nyata di lapangan. Dalam konteks kebijakan 

Sekolah Ramah Anak (SRA), ini berarti 

kebijakan harus mampu menjamin 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak 

secara komprehensif di lingkungan sekolah. 

Di Kabupaten Semarang, khususnya di 

SMPN 3 Ungaran, kebijakan SRA memang 

telah diakui oleh pihak sekolah dan dinas 

terkait, namun implementasinya belum 

terstruktur secara menyeluruh. Salah satu 

penyebab utamanya adalah belum adanya 

regulasi teknis yang aplikatif serta standar 

operasional prosedur (SOP) khusus yang bisa 

dijadikan pedoman implementasi di tingkat 

sekolah. 

Guru Bimbingan Konseling (BK) di SMPN 3 

Ungaran menyampaikan bahwa mayoritas 

tenaga pendidik belum pernah mendapatkan 

pelatihan khusus mengenai SRA, meskipun 

beberapa pelatihan umum tentang 

perlindungan anak pernah diikuti. 

Kesenjangan ini mencerminkan adanya 

ketidaksinambungan antara perumusan 

kebijakan tingkat nasional dengan 

kemampuan implementasi di sekolah. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian 

Isnawati (2021) di Sleman, yang 

menunjukkan bahwa banyak sekolah belum 

memahami substansi SRA secara utuh, dan 

program hanya dijalankan secara 

administratif tanpa integrasi ke dalam budaya 

sekolah. Penelitian serupa juga ditemukan 

oleh Ratri dan Suharti (2022) di Kota 

Surakarta, di mana pelaksanaan program 

cenderung bersifat seremonial dan belum 

mengubah paradigma pendidikan menjadi 

lebih humanis dan partisipatif, sebagaimana 

dituntut oleh esensi kebijakan SRA. 

Kelemahan kebijakan juga terlihat dari 

regulasi yang terlalu umum. Permendikbud 

No. 82 Tahun 2015 memang mewajibkan 

sekolah menciptakan lingkungan yang aman 

dan nyaman, namun belum memberikan 

arahan teknis tentang bagaimana hal tersebut 

diterapkan dalam praktik sehari-hari. Kondisi 

ini diperparah dengan minimnya dukungan 

anggaran dan sistem pelaporan yang 

memadai, sebagaimana diberitakan oleh 

Kompas (2023). Dinas P3AKB Kabupaten 

Semarang pun mengakui bahwa belum 

semua sekolah memiliki tim pelaksana SRA 

yang aktif dan memiliki dukungan teknis 



maupun administratif yang mencukupi. 

Akibatnya, kebijakan SRA seringkali 

berhenti di tingkat wacana tanpa 

diterjemahkan dalam tindakan nyata. 

Partisipasi anak, yang merupakan prinsip 

utama dalam kebijakan SRA, juga belum 

diakomodasi secara bermakna. Berdasarkan 

wawancara, siswa hanya memahami program 

SRA sebatas kegiatan insidental seperti 

Jumat Sehat atau deklarasi anti-bullying, 

tanpa mengetahui bahwa itu bagian dari 

strategi nasional perlindungan anak. 

Ketidaktahuan ini menandakan bahwa 

substansi kebijakan belum menyentuh 

kelompok sasaran utama, yaitu peserta didik. 

Dalam pandangan Riant Nugroho (2012), 

jika kelompok sasaran tidak memahami atau 

tidak mengetahui tujuan kebijakan, maka 

implementasi belum dapat dikatakan 

berhasil. Hal ini memperkuat indikasi bahwa 

kebijakan yang ada belum menjawab 

kebutuhan aktor utama di lapangan. 

Lebih lanjut, kesenjangan antara kebijakan 

dan praktik juga tercermin dalam 

ketidaksesuaian antara dokumen 

perencanaan daerah seperti RPJMD dan 

RAD Kabupaten Layak Anak dengan 

implementasi konkret di sekolah. Meskipun 

secara dokumen kebijakan SRA telah 

diadopsi, namun tidak semua program 

diterjemahkan ke dalam bentuk aksi nyata. 

Nugroho (2012) menekankan bahwa 

kebijakan yang tepat harus memiliki 

kejelasan arah serta kesesuaian instrumen 

implementasi. Dalam konteks ini, arah 

kebijakan belum menjadi acuan yang jelas 

bagi pelaksana teknis karena lemahnya 

pedoman pelaksanaan dan tidak adanya 

sistem monitoring dan evaluasi yang 

berkelanjutan. 

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, 

dapat dilihat bahwa pelaksanaan indikator 

“tepat kebijakan” dalam Program SRA masih 

menghadapi berbagai tantangan struktural 

dan kultural. Untuk menjembatani 

kesenjangan tersebut, perlu dilakukan 

penguatan kapasitas teknis pelaksana, 

penyusunan SOP berbasis konteks lokal, 

serta pelibatan aktif anak dan komunitas 

sekolah dalam merancang dan mengevaluasi 

kebijakan. Pemerintah daerah, melalui Dinas 

P3AKB dan Dinas Pendidikan, perlu 

merancang model implementasi berbasis 

kearifan lokal yang mampu 

mengintegrasikan nilai perlindungan anak ke 

dalam sistem pembelajaran, manajemen 

sekolah, dan budaya organisasi pendidikan. 

Dengan demikian, kebijakan SRA dapat 

berkembang dari sekadar dokumen normatif 

menjadi alat transformasi nyata dalam 

membangun lingkungan pendidikan yang 

aman, inklusif, dan berpihak pada anak. 



Tepat Pelaksana 

Dalam perspektif teori implementasi 

kebijakan menurut Riant Nugroho (2009), 

indikator “Tepat Pelaksana” merujuk pada 

sejauh mana pelaksana kebijakan memiliki 

kapasitas, otoritas, serta kompetensi teknis 

dan non-teknis yang sesuai untuk 

mewujudkan kebijakan secara efektif. Dalam 

konteks kebijakan Sekolah Ramah Anak 

(SRA), pelaksana tidak terbatas pada aktor 

formal seperti Dinas P3AKB sebagai leading 

sector, tetapi juga mencakup kepala sekolah, 

guru, tenaga kependidikan, serta siswa 

sebagai subjek yang dilindungi sekaligus 

agen pelibatan. Nugroho menegaskan bahwa 

keberhasilan kebijakan tidak hanya 

ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi 

juga siapa pelaksananya, bagaimana 

pelaksanaannya dilakukan, dan sejauh mana 

mereka memahami serta berkomitmen 

terhadap kebijakan tersebut. 

Temuan lapangan di SMP Negeri 3 Ungaran 

menunjukkan bahwa meskipun Dinas 

P3AKB telah menjalankan fungsi sosialisasi 

dan fasilitasi, pelaksanaan program SRA di 

sekolah masih berjalan secara parsial. Guru 

BK, misalnya, mengaku belum pernah 

mendapatkan pelatihan khusus mengenai 

SRA, hanya pelatihan umum terkait 

perlindungan anak. Hal ini mengindikasikan 

adanya kesenjangan yang cukup besar antara 

mandat kebijakan secara normatif dan 

kapasitas pelaksana di tingkat sekolah, yang 

pada akhirnya berpengaruh pada kualitas 

pelaksanaan kebijakan di lapangan. 

Pelaksanaan yang belum sepenuhnya 

menyentuh dimensi substansial ini 

menjadikan pelaksana kebijakan di sekolah 

belum sepenuhnya siap menjalankan peran 

sebagai agen perubahan dalam membentuk 

lingkungan pendidikan yang ramah anak. 

Kondisi di SMP Negeri 3 Ungaran 

memperkuat hasil penelitian Sumarni et al. 

(2022) dalam JPKI: Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaraan Indonesia, yang 

mengungkap bahwa implementasi SRA di 

berbagai daerah kerap terhambat oleh 

lemahnya pelatihan teknis dan komunikasi 

lintas sektor yang tidak berjalan optimal. 

Guru-guru umumnya belum memahami 

indikator teknis SRA seperti manajemen 

kelas tanpa kekerasan, partisipasi siswa 

dalam pengambilan keputusan, hingga 

mekanisme pelaporan kekerasan berbasis hak 

anak. Di SMPN 3 Ungaran, partisipasi siswa 

hanya sebatas pada kegiatan OSIS dan media 

informasi seperti mading, belum menyentuh 

ruang-ruang strategis perencanaan program 

preventif terhadap kekerasan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksana di sekolah 

belum memiliki bekal teknis maupun 



strategis yang cukup untuk merealisasikan 

kebijakan secara utuh. 

Ketidaksiapan pelaksana juga diperkuat oleh 

laporan Kompas edisi Agustus 2023 yang 

menyebutkan bahwa lemahnya pelatihan dan 

pengawasan menjadi faktor dominan dalam 

gagalnya implementasi SRA di berbagai 

daerah. Padahal, menurut Panduan Nasional 

Sekolah Ramah Anak (Kementerian PPPA, 

2021), pelaksana program seharusnya 

mendapatkan pelatihan berkelanjutan yang 

berbasis pendekatan non-diskriminatif dan 

hak anak. Sayangnya, panduan tersebut 

belum banyak diimplementasikan secara 

sistematis di Kabupaten Semarang. Temuan 

ini menegaskan bahwa kapasitas pelaksana, 

khususnya di tingkat sekolah, belum 

dibangun secara memadai untuk menjawab 

tuntutan kebijakan yang menekankan pada 

transformasi nilai dan paradigma 

perlindungan anak. 

Refleksi lebih jauh menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan SRA di Kabupaten 

Semarang masih merefleksikan pola top-

down yang dominan, tanpa 

mempertimbangkan secara serius kesiapan 

dan keterlibatan aktor-aktor di tingkat akar 

rumput. Dinas P3AKB sebagai pelaksana 

kebijakan memang menjalankan perannya 

sesuai mandat, tetapi belum optimal dalam 

membangun sistem pelatihan dan 

pendampingan berkelanjutan. Guru-guru 

belum sepenuhnya terlibat dalam proses 

penyusunan program maupun evaluasi 

kebijakan, dan siswa belum diikutsertakan 

secara bermakna dalam pelaksanaan 

perlindungan anak. Hal ini bertentangan 

dengan prinsip Konvensi Hak Anak (CRC) 

yang telah diratifikasi Indonesia melalui 

Keppres No. 36 Tahun 1990, yang menuntut 

pemenuhan hak partisipasi dan perlindungan 

anak dalam semua lini kehidupan, termasuk 

pendidikan. 

Secara substantif, meskipun struktur 

pelaksana kebijakan telah terbentuk, 

implementasinya masih bersifat simbolik. 

Kondisi ini mencerminkan fenomena 

“pseudo-implementation” sebagaimana 

dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian, 

yaitu ketika pelaksanaan kebijakan tidak 

merefleksikan esensi dari tujuan yang ingin 

dicapai akibat rendahnya pemahaman 

pelaksana terhadap nilai-nilai yang 

terkandung dalam kebijakan tersebut. Di 

Kabupaten Semarang, keberadaan pelaksana 

formal memang ada, namun kurangnya 

kompetensi teknis dan pemahaman filosofis 

mengenai perlindungan anak membuat 

implementasi cenderung reduktif. Oleh 

karena itu, ke depan perlu ada intervensi 

serius untuk meningkatkan kapasitas 

pelaksana melalui pelatihan intensif, 



supervisi antar sektor, serta pelibatan 

komunitas dalam menciptakan ekosistem 

pendidikan yang benar-benar ramah anak. 

Tepat Sasaran 

Dalam teori implementasi kebijakan publik 

menurut Riant Nugroho (2009), indikator 

“tepat sasaran” berfungsi untuk mengukur 

apakah kebijakan benar-benar menyentuh 

kelompok yang menjadi target utama 

manfaat kebijakan tersebut. Dalam hal ini, 

kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) 

bertujuan tidak hanya melindungi anak dari 

kekerasan, diskriminasi, dan tekanan 

psikologis di sekolah, tetapi juga membentuk 

lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan 

mendukung tumbuh kembang anak secara 

optimal. Oleh karena itu, keterjangkauan 

program terhadap kelompok sasaran—

khususnya anak-anak yang rentan—menjadi 

kunci utama keberhasilan implementasi. 

Tanpa pemetaan sosiologis dan kultural yang 

cermat terhadap anak-anak di berbagai latar 

sosial dan geografis, kebijakan akan 

kehilangan orientasi substansialnya. 

Temuan lapangan dari Dinas P3AKB 

Kabupaten Semarang mengungkap bahwa 

secara konseptual program SRA memang 

memiliki sasaran yang jelas, yaitu anak-anak 

yang tengah bersekolah, terlebih yang rentan 

terhadap kekerasan atau tekanan psikososial. 

Namun, di lapangan, seperti yang terjadi di 

SMP Negeri 3 Ungaran, guru BK mengakui 

bahwa terdapat keterbatasan dalam 

menjangkau siswa-siswa dengan kebutuhan 

khusus, khususnya mereka yang tertutup atau 

enggan menyampaikan masalah. Ini 

disebabkan oleh keterbatasan tenaga 

konseling, beban kerja tinggi, dan kurangnya 

akses komunikasi yang efektif. Salah satu 

siswa bahkan mengaku bahwa laporan kasus 

bullying hanya ditindaklanjuti dengan 

teguran lisan tanpa perlindungan lanjutan, 

menunjukkan adanya kelemahan pada sistem 

perlindungan anak meskipun secara desain 

kebijakan telah menyasar kelompok yang 

tepat. 

Kondisi ini senada dengan temuan Ratnasari 

(2022) di Kabupaten Sleman, yang 

menyatakan bahwa banyak sekolah hanya 

menjalankan program SRA dalam bentuk 

simbolis tanpa penguatan sistem pelaporan 

dan pendampingan psikososial. Studi serupa 

oleh Lestari & Widyastuti (2021) di Kota 

Malang juga menemukan bahwa pendekatan 

SRA di banyak sekolah lebih fokus pada 

aspek administratif, seperti pelatihan guru 

dan penyusunan SOP, namun belum 

menjangkau secara substantif pengalaman 

subjektif anak-anak. Ini memperlihatkan 

bahwa implementasi SRA di Kabupaten 

Semarang pun tidak terlepas dari pola serupa, 

di mana penetapan sasaran yang tepat secara 



konseptual tidak diikuti oleh instrumen 

pelaksanaan yang efektif dalam menjangkau 

kebutuhan riil anak-anak. 

Masalah ketepatan sasaran ini juga berkaitan 

erat dengan pendekatan berbasis keadilan 

(equity-based policy). Pendekatan ini 

menekankan bahwa kebijakan harus 

memberikan intervensi yang berbeda sesuai 

dengan tingkat kerentanan dan kebutuhan 

tiap kelompok, bukan sekadar 

menyamaratakan perlakuan bagi semua 

siswa. Dalam konteks ini, anak-anak dari 

keluarga bermasalah, anak yang mengalami 

kekerasan di rumah, atau siswa dengan 

hambatan komunikasi seperti anak introvert, 

justru memerlukan perhatian khusus. 

Sayangnya, kebijakan SRA di Kabupaten 

Semarang belum sepenuhnya mampu 

mendeteksi dan menjangkau anak-anak dari 

kelompok ini secara aktif dan sistematis. 

Ketimpangan tersebut diperparah dengan 

fakta bahwa sekolah-sekolah di daerah pusat 

pemerintahan lebih dulu mendapatkan 

pelatihan dan fasilitas, sementara sekolah di 

pelosok masih kekurangan pendampingan 

dan perhatian dari pihak dinas. 

Selain itu, pemberdayaan anak sebagai 

subjek kebijakan belum dioptimalkan dalam 

pelaksanaan SRA. Berdasarkan keterangan 

siswa, pelibatan mereka dalam perencanaan 

maupun evaluasi program masih sangat 

minim. Kondisi ini sejalan dengan kritik 

UNICEF (2023), yang menyebutkan bahwa 

banyak kebijakan ramah anak di Indonesia 

masih menjadikan anak sebagai objek pasif, 

bukan sebagai agen partisipatif yang 

memiliki suara. Dalam kerangka kebijakan 

publik partisipatif, minimnya pelibatan anak 

berarti hilangnya komponen penting dalam 

menentukan relevansi dan efektivitas 

program. Padahal, justru partisipasi anak 

sangat krusial untuk memastikan bahwa 

kebijakan benar-benar mencerminkan 

kebutuhan dan harapan kelompok sasaran 

utama. 

Tepat Lingkungan 

Dalam kerangka teori implementasi 

kebijakan oleh Riant Nugroho (2009), 

indikator “Tepat Lingkungan” menekankan 

pentingnya keselarasan antara kebijakan 

yang diterapkan dengan konteks sosial, 

politik, budaya, dan ekonomi di wilayah 

pelaksanaannya. Implementasi kebijakan, 

menurut Nugroho, tidak terjadi dalam ruang 

hampa, melainkan dipengaruhi oleh 

dinamika lingkungan eksternal yang 

kompleks. Dalam hal ini, keberhasilan 

kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di 

Kabupaten Semarang juga sangat ditentukan 

oleh bagaimana aktor-aktor di luar 

pemerintah—seperti masyarakat, media, dan 

organisasi masyarakat sipil—menanggapi 



serta mendukung program tersebut. 

Dukungan lingkungan yang kuat dapat 

mempercepat internalisasi nilai-nilai 

kebijakan ke dalam kehidupan sekolah dan 

masyarakat. 

Berdasarkan temuan lapangan, kebijakan 

SRA di Kabupaten Semarang telah 

mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, 

termasuk guru, orang tua siswa, komite 

sekolah, dan institusi lintas sektor seperti 

Dinas Pendidikan, Lembaga Perlindungan 

Anak, dan Kepolisian. Dinas P3AKB 

menyatakan bahwa dukungan legislatif 

terhadap SRA telah terbentuk, khususnya 

dalam hal anggaran dan advokasi. Namun, 

pemahaman yang belum menyeluruh di 

kalangan aktor-aktor ini membuat dukungan 

tersebut belum bisa dikatakan optimal. 

Misalnya, beberapa orang tua dan guru masih 

memandang pendekatan ramah anak sebagai 

metode yang melonggarkan kedisiplinan. Ini 

menunjukkan bahwa proses internalisasi 

nilai-nilai SRA belum sepenuhnya tuntas dan 

memerlukan pendekatan edukatif yang lebih 

mendalam dan berkelanjutan (Informan 1, 

wawancara 26 Mei 2025). 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian 

Siti Rochmawati (2022) di Kabupaten 

Jember, yang mengidentifikasi adanya 

resistensi budaya dari sebagian guru terhadap 

prinsip-prinsip non-kekerasan dan partisipasi 

anak dalam SRA. Hal serupa juga 

diungkapkan dalam studi oleh Annisa Dewi 

(2021) di Kota Makassar, di mana kemitraan 

antara sekolah, pemerintah, dan keluarga 

menjadi kunci keberhasilan program. Dalam 

konteks Kabupaten Semarang, implementasi 

SRA juga bergantung pada sinergi lintas 

aktor dan sektor. Ketika dukungan masih 

bersifat sektoral dan belum sistematis, 

efektivitas program menjadi terbatas, 

terutama dalam menyasar perubahan 

paradigma jangka panjang. 

Regulasi seperti Permendikbud Nomor 82 

Tahun 2015 telah menegaskan kewajiban 

sekolah menciptakan lingkungan bebas 

kekerasan. Namun, realitas menunjukkan 

bahwa literasi kebijakan di kalangan 

masyarakat masih rendah. Berita Kompas 

(2023) bahkan menyebutkan bahwa banyak 

sekolah menghadapi kesulitan dalam 

menyosialisasikan kebijakan SRA karena 

kurangnya akses informasi dan rendahnya 

partisipasi masyarakat. Hal ini juga tercermin 

di SMP Negeri 3 Ungaran, di mana meskipun 

budaya sekolah mulai berubah—ditandai 

dengan meningkatnya komunikasi dua arah 

antara guru dan siswa serta suasana belajar 

yang lebih dialogis—tetap terdapat kendala 

dari kebiasaan lama, seperti penggunaan 

pendekatan otoritatif dalam mendisiplinkan 

siswa yang sudah mengakar secara kultural. 



Dukungan dari pemangku kepentingan 

eksternal seperti komite sekolah dan lembaga 

lain semacam Puskesmas dan KPAI juga 

belum terkoordinasi secara sistemik. 

Partisipasi orang tua, misalnya, masih 

terbatas pada kegiatan seremonial, bukan 

pada proses pengawasan atau pengambilan 

keputusan kebijakan. Pandangan siswa pun 

menunjukkan bahwa meskipun mereka mulai 

merasakan manfaat dari pendekatan ramah 

anak di sekolah, keterlibatan orang tua dalam 

kegiatan non-formal masih bergantung pada 

beban ekonomi dan persepsi pribadi terhadap 

program. Ini mengindikasikan bahwa 

program SRA perlu disesuaikan dengan 

kondisi sosial ekonomi keluarga siswa agar 

lebih inklusif dan berdaya jangkau luas. 

Oleh karena itu, lingkungan implementasi 

kebijakan SRA di Kabupaten Semarang 

menunjukkan kecenderungan mendukung, 

namun masih menghadapi tantangan dalam 

aspek internalisasi nilai dan koordinasi lintas 

aktor. Program ini perlu memperkuat strategi 

implementasi yang berorientasi pada realitas 

sosial setempat, termasuk memperluas 

jaringan kerja sama lintas sektor, 

membangun sistem monitoring yang 

melibatkan masyarakat secara langsung, serta 

mengembangkan pola edukasi berkelanjutan 

terhadap orang tua dan tenaga pendidik. 

Reformasi kebijakan, sebagaimana 

ditegaskan oleh Nugroho (2009), tidak cukup 

hanya melalui dokumen dan instruksi teknis, 

tetapi juga memerlukan transformasi pola 

pikir dan kultur kelembagaan yang adaptif 

terhadap perubahan nilai sosial yang lebih 

inklusif dan humanistik. 

Tepat Proses 

Dalam kerangka teori implementasi 

kebijakan Riant Nugroho (2009), indikator 

“tepat proses” mengacu pada sejauh mana 

kebijakan dijalankan secara konsisten dari 

perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk 

kepatuhan terhadap SOP, keberlangsungan 

monitoring dan evaluasi, serta koordinasi 

lintas aktor yang sistemik. Proses yang tepat 

tidak hanya menjamin tercapainya tujuan, 

tetapi juga menjadi cerminan tata kelola 

kebijakan yang akuntabel dan berkelanjutan. 

Dalam konteks Sekolah Ramah Anak (SRA) 

di Kabupaten Semarang, keberhasilan 

implementasi sangat bergantung pada 

koordinasi lintas sektor seperti Dinas 

P3AKB, Dinas Pendidikan, sekolah, dan 

orang tua siswa sebagai mitra strategis. 

Hasil lapangan menunjukkan bahwa 

meskipun Pemerintah Kabupaten Semarang 

telah menyusun perangkat regulasi dan SOP 

pelaksanaan SRA, belum semua sekolah 

memahami dan menerapkannya secara 

konsisten. Menurut Informan 1 dari 

DP3AKB, forum anak daerah dan koordinasi 



lintas OPD telah dibentuk sebagai upaya 

menyinergikan kebijakan. Namun, guru-guru 

di SMPN 3 Ungaran (Informan 2 dan 3) 

menyatakan bahwa pelaksanaan program 

seperti konseling dan kampanye anti-bullying 

hanya dilakukan secara parsial, tidak 

langsung dikaitkan dengan kerangka 

kebijakan SRA. Bahkan sebagian besar guru 

belum pernah mengikuti pelatihan teknis 

mengenai SRA. Sementara itu, siswa 

(Informan 4 dan 5) menyatakan bahwa 

meskipun merasa aman di sekolah, mereka 

tidak mengetahui keberadaan program SRA 

secara spesifik. Ini menunjukkan bahwa 

proses sosialisasi, pelibatan siswa, dan 

pendampingan teknis masih sangat terbatas. 

Fenomena tersebut konsisten dengan temuan 

Maryani & Endah (2021) di Yogyakarta, 

yang menyimpulkan bahwa keberhasilan 

SRA bergantung pada proses yang 

partisipatif dan struktur implementasi yang 

jelas, termasuk keterlibatan aktif siswa dan 

guru dalam perencanaan serta pelaksanaan. 

Di Kabupaten Semarang, fragmentasi antara 

desain normatif dan realitas lapangan 

mengindikasikan lemahnya internalisasi 

kebijakan di level pelaksana. Hartati (2022) 

dalam penelitiannya di Kabupaten Bogor 

juga menyoroti bahwa ketidaksesuaian antara 

SOP dan praktik terjadi karena kurangnya 

pelatihan dan supervisi yang memadai. Hal 

ini menguatkan analisis bahwa prosedur 

formal tidak serta merta menjamin 

keberhasilan kebijakan tanpa pemahaman 

menyeluruh dari pelaksana. 

Permen PPPA No. 8 Tahun 2014 mewajibkan 

partisipasi anak dalam pengambilan 

keputusan di sekolah sebagai bagian dari 

implementasi SRA. Namun, fakta bahwa 

siswa di Kabupaten Semarang tidak 

mengetahui program ini menunjukkan 

adanya kesenjangan antara kebijakan 

normatif dan praktik faktual. Laporan 

Kompas (2023) juga mengungkap bahwa 

penerapan SRA di berbagai daerah 

cenderung simbolik, didorong oleh penilaian 

administratif Kabupaten Layak Anak, bukan 

kebutuhan riil di lapangan. Hal ini tercermin 

di Semarang, di mana program SRA masih 

bersifat insidental dan belum terintegrasi ke 

dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. 

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa 

ketimpangan implementasi ini dapat 

dijelaskan dengan pendekatan top-down 

implementation Mazmanian & Sabatier 

(1983), yang menyatakan bahwa pelaksana 

kebijakan di lapangan tidak selalu memiliki 

sumber daya, pemahaman, atau komitmen 

yang sama seperti perancang kebijakan di 

tingkat pusat. Lipsky (1980) melalui teori 

street-level bureaucracy juga menyoroti 

bahwa pelaksana lapangan seperti guru 



memiliki diskresi tinggi, dan dalam 

keterbatasan supervisi atau insentif, mereka 

cenderung menyesuaikan kebijakan 

berdasarkan persepsi dan pengalaman 

sendiri. Ini menjelaskan mengapa 

implementasi SRA cenderung tidak seragam 

dan tergantung pada inisiatif individu 

sekolah. 

Kurangnya pelatihan teknis dan minimnya 

pelibatan siswa menjadi dua masalah 

mendasar yang menghambat proses 

implementasi SRA secara menyeluruh. 

Proses kebijakan seharusnya melibatkan 

interaksi dua arah antara pelaksana dan 

penerima manfaat, bukan sekadar distribusi 

dokumen atau kegiatan simbolik. Maka dari 

itu, diperlukan strategi yang berfokus pada 

pembangunan kesadaran, penguatan 

kapasitas teknis guru, penyusunan SOP yang 

mudah dipahami dan diaplikasikan, serta 

sistem umpan balik yang mengintegrasikan 

suara siswa secara aktif. Dengan begitu, 

proses kebijakan tidak hanya sesuai prosedur 

tetapi juga menjadi instrumen transformasi 

budaya sekolah yang inklusif dan partisipatif. 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

Implementasi Program Sekolah Ramah 

Anak di SMP Dalam Mewujudkan 

Kebijakan Kabupaten Layak Anak di 

Kabupaten Semarang berdasarkan Teori 

Van Meter dan Van Horn 

Keberhasilan implementasi Program Sekolah 

Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 3 

Ungaran sangat dipengaruhi oleh kejelasan 

standar dan sasaran kebijakan yang 

diterapkan. Namun, standar dan sasaran 

tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh 

para pelaksana di tingkat sekolah. Minimnya 

sosialisasi yang komprehensif serta ketiadaan 

pedoman teknis yang operasional menjadi 

salah satu hambatan utama. Walaupun 

prinsip-prinsip SRA telah dituangkan dalam 

kebijakan nasional dan daerah, detail teknis 

pelaksanaan yang dapat diukur belum 

sepenuhnya dijabarkan, sehingga sebagian 

guru masih menyamakan SRA dengan 

program lain seperti adiwiyata atau 

pembinaan karakter biasa (Zulkarnaen, 2022; 

UNICEF, 2021). Kondisi ini menegaskan 

perlunya indikator kinerja yang jelas serta 

sistem evaluasi yang memungkinkan sekolah 

mengukur capaian implementasi secara 

konkret. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga 

menjadi persoalan krusial dalam 

implementasi program ini. Meskipun 

terdapat dukungan dari guru Bimbingan 

Konseling (BK) dan pihak dinas terkait, 

intensitas pelatihan khusus terkait SRA 

masih rendah, dan anggaran operasional pun 

terbatas. Pelatihan yang diberikan lebih 

berfokus pada isu perlindungan anak secara 



umum, tanpa menitikberatkan pada aspek 

spesifik SRA (Putri, 2021). Hambatan ini 

diperburuk oleh keterbatasan dana di tingkat 

sekolah, yang menunjukkan bahwa selain 

komitmen kebijakan, faktor kapasitas teknis 

dan ketersediaan anggaran sangat 

menentukan kelangsungan program (KPAI, 

2023). 

Struktur dan karakteristik organisasi 

pelaksana di SMP Negeri 3 Ungaran juga 

menjadi faktor penentu dalam proses 

implementasi kebijakan. Sekolah ini 

memiliki struktur birokratis yang formal, 

tetapi fleksibilitas dan inovasi masih rendah. 

Implementasi prinsip SRA lebih bersifat 

instruksional dari atas ke bawah dan belum 

terintegrasi dalam pembelajaran dan 

pengelolaan kelas secara menyeluruh. 

Budaya sekolah yang belum sepenuhnya 

berpihak pada hak anak menjadi tantangan 

tersendiri. Sekolah dengan budaya 

partisipatif dan kepemimpinan yang 

mendukung cenderung lebih sukses dalam 

menjalankan SRA, namun di SMP Negeri 3 

Ungaran, dominasi kepala sekolah dalam 

pengambilan keputusan tanpa melibatkan 

guru secara aktif masih terlihat (Fitriani, 

2022; Permendikbud, 2015). 

Dari aspek komunikasi antar organisasi, 

implementasi SRA di sekolah ini 

menunjukkan adanya hubungan dengan 

Dinas P3AKB Kabupaten Semarang, tetapi 

komunikasi yang terjalin masih bersifat 

insidental dan belum terlembaga secara 

sistematis. Komunikasi lebih sering terjadi 

saat ada kegiatan atau pelaporan, bukan 

dalam bentuk pendampingan atau evaluasi 

rutin. Pola komunikasi seperti ini dinilai 

belum cukup untuk meningkatkan efektivitas 

program dan mendorong pertukaran praktik 

baik antar sekolah (Hermawan, 2021; 

Bappenas, 2023). Di sisi internal sekolah, 

kolaborasi antara guru dan manajemen juga 

masih lemah, sehingga soliditas dalam 

pelaksanaan program belum optimal. 

Sikap para pelaksana kebijakan juga menjadi 

faktor penentu lainnya. Di SMP Negeri 3 

Ungaran, sebagian besar guru menunjukkan 

komitmen moral untuk melindungi anak, 

tetapi belum diiringi dengan pemahaman 

mendalam terhadap substansi program SRA. 

Beberapa guru masih memaknai SRA sebatas 

tindakan menghindari kekerasan fisik atau 

verbal, tanpa memahami pentingnya 

partisipasi anak dan pendekatan 

pembelajaran yang ramah (Santoso, 2020). 

Kurangnya pemahaman ini turut 

berkontribusi pada praktik diskriminatif yang 

tidak disadari oleh pelaksana sebagai bentuk 

pelanggaran prinsip SRA. Fenomena ini 

sejalan dengan hasil survei yang 

menunjukkan bahwa baru 42% guru di 



Indonesia memahami prinsip dasar SRA 

dengan baik (Komnas PA, 2023). 

Terakhir, lingkungan sosial, politik, dan 

ekonomi juga memengaruhi keberhasilan 

implementasi SRA di sekolah. Dukungan 

komunitas lokal dan orang tua masih minim, 

meskipun kepercayaan masyarakat terhadap 

sekolah cukup baik. Partisipasi masyarakat 

dalam mendukung perlindungan anak belum 

terstruktur, sejalan dengan temuan yang 

menunjukkan lemahnya keterlibatan 

masyarakat dalam program serupa (Widodo, 

2021). Faktor ekonomi, terutama 

keterbatasan dana operasional sekolah, juga 

menjadi kendala yang signifikan. Meski 

kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) 

sudah ada, ketiadaan petunjuk teknis (juknis) 

di tingkat sekolah menyebabkan kesenjangan 

antara kebijakan makro dengan praktik di 

lapangan (Plan Indonesia, 2022). Oleh karena 

itu, diperlukan penguatan sinergi antar aktor 

eksternal sekolah serta pembangunan 

mekanisme partisipatif yang melibatkan 

komunitas secara aktif dalam perlindungan 

anak di lingkungan sekolah. 

KESIMPULAN 

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak 

(SRA) di SMP Negeri 3 Ungaran dalam 

rangka mewujudkan Kebijakan Kabupaten 

Layak Anak di Kabupaten Semarang 

menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada 

aspek Tepat Kebijakan, implementasi dinilai 

cukup baik karena kebijakan dinilai relevan 

dan sesuai dengan kebutuhan, meskipun 

masih terdapat kendala dalam sosialisasi di 

tingkat sekolah. Namun, aspek Tepat 

Pelaksana dan Tepat Sasaran masih tergolong 

kurang baik. Ketiadaan tim khusus, 

rendahnya kompetensi pelaksana, serta 

belum meratanya jangkauan dan dampak 

program menjadi hambatan utama. Aspek 

Tepat Lingkungan tergolong cukup baik 

berkat adanya dukungan internal sekolah dan 

sebagian orang tua, meskipun keterlibatan 

orang tua masih parsial. Sementara itu, aspek 

Tepat Proses masih lemah, ditandai dengan 

ketidakkonsistenan pelaksanaan prosedur 

serta minimnya kegiatan monitoring dan 

evaluasi yang sistematis. 

Dari sisi faktor pendukung dan penghambat 

berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, 

beberapa elemen seperti standar dan sasaran 

kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, 

komunikasi antar organisasi, serta sikap para 

pelaksana berperan sebagai faktor pendukung 

implementasi. Tersedianya panduan 

nasional, struktur organisasi yang cukup 

koordinatif, komunikasi informal antar pihak, 

dan komitmen positif dari guru dan kepala 

sekolah menjadi kekuatan tersendiri. Namun, 

faktor sumber daya menjadi hambatan 

signifikan, terutama terkait rendahnya 



pelatihan guru, keterbatasan SDM, dan 

kurang optimalnya fasilitas penunjang. 

Faktor lingkungan memiliki pengaruh 

dualistik; di satu sisi terdapat dukungan dari 

masyarakat dan komite sekolah, tetapi di sisi 

lain terdapat tantangan berupa kendala 

geografis, resistensi budaya, serta rendahnya 

pemahaman orang tua terkait konsep ramah 

anak. 

SARAN 

Untuk meningkatkan Tepat Kebijakan, 

pemerintah daerah perlu memperluas 

sosialisasi kebijakan SRA melalui berbagai 

media, serta mendorong sekolah untuk 

menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam 

dokumen teknis internal seperti SOP dan tata 

tertib yang berlandaskan prinsip ramah anak. 

Dalam aspek Tepat Pelaksana, disarankan 

adanya pelatihan khusus dan terstruktur bagi 

seluruh guru serta pembentukan kelompok 

kerja SRA di sekolah yang melibatkan 

berbagai pihak termasuk siswa dan orang tua. 

Terkait Tepat Sasaran, sekolah perlu 

memperluas partisipasi anak melalui forum 

anak, OSIS yang berfokus pada hak anak, 

serta pengawasan terhadap praktik interaksi 

guru-murid untuk mencegah kekerasan 

emosional. Dari sisi Tepat Proses, 

dibutuhkan unit pengaduan khusus yang 

mudah diakses siswa serta mekanisme 

monitoring dan evaluasi berkala dari pihak 

dinas terkait. Sementara itu, untuk 

mendukung Tepat Lingkungan, diperlukan 

alokasi anggaran untuk fasilitas fisik yang 

inklusif dan kegiatan literasi nilai-nilai 

keberagaman serta anti-perundungan. 

Adapun saran terhadap faktor pendukung dan 

penghambat implementasi berdasarkan teori 

Van Meter dan Van Horn meliputi 

penyusunan panduan teknis pelaksanaan 

SRA yang lebih terukur, peningkatan 

pelatihan berjenjang untuk guru, serta 

optimalisasi alokasi anggaran khusus untuk 

mendukung kegiatan ramah anak. Selain itu, 

sekolah dianjurkan membangun struktur 

organisasi internal yang jelas, seperti Pokja 

SRA, disertai pendampingan langsung dari 

dinas terkait. 

Untuk meningkatkan sikap pelaksana, 

dibutuhkan internalisasi nilai ramah anak 

melalui pelatihan berkelanjutan dan 

pemberian apresiasi bagi guru yang konsisten 

menerapkan prinsip tersebut. Komunikasi 

antarorganisasi perlu diperkuat melalui 

forum lintas sektor, media koordinasi resmi, 

serta kemitraan aktif dengan pihak eksternal 

seperti Puskesmas dan lembaga perlindungan 

anak. Terakhir, di tingkat lingkungan sosial, 

politik, dan ekonomi, perlu digalakkan 

edukasi publik, kampanye kesadaran, 

integrasi nilai perlindungan anak dalam 

program desa, serta pemberdayaan Forum 



Anak Kabupaten untuk advokasi dan 

penyuluhan efektif. 
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